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ABSTRAK

Syamsuria, Tinjauan Hukum Ekonnomi Islam Terkait pemberian Upah Kepada Jasa
Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-tunrue). (dibimbing oleh
Bapak Budiman dan Bapak H. Suarning).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi
Islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling yang berada di
Desa Mattunru-tunrue. Penulis mengangkat tiga pokok masalah dalam penelitian ini,
yaitu: 1). Bagaiamana praktik jasa penggilingan padi keliling? 2). Apa yang menjadi
faktor ketidakjelasan dalam sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi keliling?
3). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan jasa
penggilingan padi keliling?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan studi kasus. Untuk memecahkan masalah yang diangkat
data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, hasil
wawancara dan dokumentasi dan adapun data sekunder berupa literature, buku, Jurnal
dan Undang-undang yang berkaitan dengan sistem pengupahan dalam Islam

Hasil Penelitian ini menunujukkan bahwa (1) Praktik penggilingan padi keliling
di Desa Mattunru-tunrue dapat dihubungi melalui via telepon hingga mendatangi
rumah warga, sebelum melakukan proses penggilingan penyedia jasa terlebih dahulu
membantu masyarakat mengangat padi yang dijemur kemudian melakukan proses
penggilingan sampai dengan pengambilan upah. Adapuan bentuk upah yang
ditetapkan oleh pengguna jasa penggilingan yaitu: Beras, uang dan bekatu. (2) Faktor
penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pengambilan upah upah secara
sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling yaitu ketika masyarakat pengguna jasa
mempunyai urusan diluar rumah  sehingga tidak dapat menyaksikan proses
penggilingan sampai dengan pengambilan upah. (3) Ditinjau dari Hukum Islam
praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah
memenuhi rukun dan syarat. Adapun mengenai kurangnya transparansi dalam hal
pengupahan, hal itu telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan (saling Ridha) antara
kedua belah pihak. Sehingga transaksi pengupahan tersebut dapat dikatakan tidak
melanggar ketentuan-ketentuan syariat.
Kata Kunci: Penggilingan padi keliling, Ujrah, Ijarah, Hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi
a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama

Arab

‘ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

= Ta T Te

< Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik dibawah)

& Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

J Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy es dan ye

o= Shad S es (dengan titik dibawah)

o Dad d de (dengan titik dibawah)

k Ta t te (dengan titik dibawah)

L Za z zet (dengan titik dibawah)

¢ ‘ain ¢ koma terbalik keatas
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¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
T Qof Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
O Nun N En
) Wau W We
° Ha H Ha
¢ Hamzah ’ Apostrof
< Ya by Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A

) Kasrah I I

i Dammah U U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
G- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu
Contoh:
&8 : kaifa
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C.

€.

J5 : haula
Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan | Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
&/ fathah dan alif atau | A a dan garis diatas
ya
- kasrah dan ya I 1 dan garis diatas
5 dammah dan wau | U u dan garis diatas
Contoh:
la : mata
=y : rama
Ja : qila
&5 yamiitu
Ta Marbutah

Transliterasi untuk fa marbutah ada dua:

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammabh,
transliterasinya adalah [t]

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka fa
marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:
m}f‘-\ﬂ‘ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
W@l - Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
Al : Al-hikmah

Syaddah (Tasydid)
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

[Erg) : Rabbana
LS . Najjaina
Gall - Al-Haqq
éé’j\ . Al-Hajj
?’“” . Nu’ima
S : ‘Aduwwun

Jika huruf s bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ((s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:
GF : “‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
&c : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasikan seperti biasa, a/-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
u-vw“ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
3050 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
EERA : al-falsafah
Sl : al-biladu

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia
berupa alif. Contoh:

G304 : ta’murina
el : al-nau’

Xvi



flss : syai’un
&l ; umirtu
Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-
Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh: )

4\ 4 Dinullah 44 billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
AMal) 82 Hum fi rahmmatillah

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang
(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abtu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
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harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:
Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abii
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abti Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abii)

2. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

sSwt. = subhanahu wa ta ‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M — Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../... 4= = QS al-Baqgarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

Ul = dada

e = S

prls = ol sedingll Lo

L = dxh

o = 80 s

& =0 Al A AT

z e

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi
perlu dijelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau
lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“‘dan kawan-
kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan
yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
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Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah merujuk pada transaksi tukar-menukar barang atau pelayanan yang
memberikan manfaat, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-
meminjam, pertanian, serta usaha lainnya. Secara prinsip, semua bentuk mu'amalah
diperbolehkan (mubah), tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-
Qur'an dan Sunnah. Transaksi mu'amalah harus dilakukan secara sukarela dan bebas
dari unsur paksaan, dengan pertimbangan untuk memberikan manfaat kepada kedua
belah pihak dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan bersosial. Salah satu
contoh mu'amalah adalah ujrah (upah).1

Kata "upah" berasal dari bahasa Arab "al ujrah". Secara bahasa, "al-ajru" berarti
imbalan atau penggantian karena dalam bahasa Arab mempunyai arti "al-iwad" yang
artinya ganti, ini berarti memberikan upah atau imbalan sebagai tanda dari pekerjaan
yang dilakukan.

ljarah memiliki dua makna. Pertama, menetapkan imbalan untuk menggunakan
manfaat dari suatu barang, seperti sewa tanah atau rumah. Kedua, memberikan
pekerjaan kepada seseorang untuk diselesaikan atau dilakukan, seperti seorang
pegawai atau hamba. Makna pertama mengacu pada sewa-menyewa, sementara
makna kedua merujuk pada upah-mengupah. Dalam konteks hukum pengupahan, ada
kategori pekerja tertentu yang harus memahami batasan upah agar dapat dianggap
adil, yang hanya diterima oleh seorang karyawan. Oleh karena itu, penting untuk

memahami pengertian dari al-ujrah itu sendiri sebelumnya.2

! Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket
Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) SKRIPSI,” Skripsi Sarjana;
Jurusan Hukum Ekonimo Syariah: Purwokerto, 2023 (2023).

2 Agly Mubarak, “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah,” Al-Ibanah 7,
no. 1 (2022): 1-9.



Islam telah menetapkan aturan bahwa pembayaran gaji atau upah harus
dilakukan segera setelah pekerjaan selesai. Hal ini mendorong para pekerja untuk
menyelesaikan pekerjaan atau layanan mereka dengan cepat kepada majikan mereka,
sementara majikan diharapkan untuk segera membayar gaji atau memberikan upah
kepada para pekerja tersebut. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hadis Nabi yang

berbunyi:

Lshae | o jal Jd o Cany 4 e (o5 o3l 4ale )’
Artinya:

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi

wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering

keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397)

Dari hadis di atas mengandung pengertian bahwa upah itu adalah imbalan atau
bayaran dengan wujud yang berbeda-beda, yang diberikan kepada seorang pekerja
atau suatu instansi kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaannya, seperti
prestasi kerja, pelayanan yang telah dilakukannya.

Apabila dalam suatu pekerjaan seseorang sudah mulai waktunya untuk
diberikan bayaran tau diberikan upah maka harus ditetapkan sesuai akad yang sudah
diketahui oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak
ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal upah yang
dinginkan, saling ridho dan juga tidak merugikan dari salah satu pihak.

Islam dalam hal muamalah itu sendiri telah memberikan ketentuan-ketentuan
tau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus
sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari’at Islam dalam menjalankan muamalah,
akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai

syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya.

* Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu
Majah, juz Il (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817



Upah dalam Ekonomi Islam, disebut juga dengan ujrah yang pembahasan lebih
jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan.
Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip
keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad
(transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad).
Akad dalam transaksi keria adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan
pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana
upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarya upah dan tata
cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perianjian harus mengakomodir
pembayar pekerja dengan bagian yang seharusya mereka terima sesuai dengan
kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar
melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak
pekerja.

Upah mengupah merupakan kegiatan muamalah maliyah tertua ketiga yang
muncul dalam sejarah peradaban manusia. Kegiatan ini semula dipraktikkan hanya
dalam satu bentuk, yaitu menukar jasa dari kerja dengan materi (upah). Oleh karena
itu, sistem ini juga termasuk bagian dari teori pertukaran. Bedanya dengan jual beli
adalah yang dipertukarkan dalam sistem ini yaitu menukar jasa dengan materi,
sementara dalam jual beli yang dipertukarkan adalah materi dengan materi.*

Fenomena pengupahan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan fenomena
yang lekat dengan interaksi dan relasi antar individu dan kelompok dalam
masyarakat.5 Seperti halnya Jasa penggilingan padi keliling telah banyak diumpai
dimana-mana, salah satunya, di Desa Mattunru-tunrue. Kecematan Cempa Kabupaten

Pinrang. Jasa penggilingan padi keliling ini biasanya menggiling 100 kg gabah,

* Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, “Konsep Upah ( Ujrah ) Jasa
Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam ( Studi Kasus Mandiri
Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ) Dalam Sejarah
Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan,” MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi,
manajemen, Akuntansi dan Bisnis 2, no. 1 (2024).

® Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling
Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Antologi Hukum 1, no. 1 (2021): 56.



dimana setelah proses penggilingan dilakukan akan mengahsilkan 55 kg beras. Dari
hasil penggilingan tersebut penggiling dapat mengabil upahnya dari proses
penggilingan , upah yang biasanya diterima dikenal dengan istilah 10 keluar 1 yang
artinya jika timbangan beras tersebut 10 kg maka upah yang diterima jasa
penggilingan padi keliling tersebut sebanyak 1 liter beras. Dalam hal ini sistem
pengupahannya telah memenuhi rukun ijarah adanya mu jir yaitu pemberi upah dan
musta’jir yaitu penerima upah. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti
menemukan adanya ketidakjelasan dalam sistem pengupahan jasa penggilingan padi
tersebut  yaitu saat pengambilan upah, Dimana pada saat kegiatan proses
penggilingan padi hingga selesainya proses penggilingan padi tersebut tidak
disaksikan oleh pemilik padi, sehingga pada saat pengambilan upah yang dilakukan
oleh jasa penggiling padi tersebut atau dalam hal ini yang menerima upah (musta jir)
tidak disaksikan langsung oleh pemilik padi tersebut yang dalam hal ini pemberi upah
(mu jir).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian
yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada

Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue)”

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimna Tinjaun

hukum ekonomi islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi

keliling dengan sub permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di Desa
Mattunru-Tunrue?

2. Apa vyang menjadi faktor ketidakjelasan sistem pengupahan jasa
penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem pengupahan jasa

penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan peneliti yang

akan dikaji adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di
Desa Mattunru-tunrure.

Untuk mengetahui faktor ketidakjelasan terkait sistem pengupahan jasa
penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue.

Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem

pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue?

D. Manfaat Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi
maahsiswa atau bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini secara
akademisi.

Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan cakra peneliti
selanjutnya bagi landasan referensi mahasiswa dalam proses perkuliahan

serta karya-karya ilmiah .



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk penelaah yang paling komprehensif, maka peneliti berusaha untuk
melakukan kajian-kajian terhadap peneliti terdahulu yang mempunyai relevan
terhadap topik yang diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan
termasuk menggunakan literarur guna memperkuat penelitian.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Darojatul Husna dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penerapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online”
tahun 2019 dalam penelitian yang dilakukan Darojatul Husna berfokus pada 1)
Mekanisme penetapan wujrah di akun instagram (@jasatitipqya dengan cara
memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan include.
Persentase upah jasa titip beli berkisar 10-50% dari harga barang dan hal ini
berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan. 2) Pandangan Hukum Islam
Terhadap mekanisme pentapan wujrah jasa titip dengan cara harga sudah termasuk
ujrah jasa titip maka cara tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut
dengan gharar dan dalam hukum Islam gharar termasuk larangan dalam bertransaksi
yang telah diatur dalam Al-Quran yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim
nomor 1513.°

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Darojatul Husna dengan yang akan
penulis lakukan adalah terkait objek penerapan atau pemberian upah (ujrah), hanya
saja perbedaannya Darojatul Husana meneliti jasa titip beli online dengan
menggunakan aplikasi akun Instagram (@jasatitipqya sedangkan penulis lebih
meneliti kepada jasa penggilingan padi keliling

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul “7Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan,

® Darojatul Husna, ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada
Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @jasatitipqya),” Skripsi Sarjana, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah: Banten (2018): 1-89.



Kiloan dan Harian (Studi di Desa Negara Batin Kecematan Jabung Kabupaten
Lampung Timur” tahun 2022 dalam penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni berfokus
untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan
cara borongan, kiloan dan harian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam
skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari
situasi sosial (lapangan).’

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan yang akan penulis
lakukan terletak pada jenis penelitian lapangan Filed Research. Hanya saja
perbedaannya Sri Wahyuni fokus kepada praktik penentuan upah pekerja tanam
jagung dengan cara borongan, kiloan, dan harian sedangkan penulis lebih fokus
kepada praktik pemberian upah terhadap jasa penggilingan padi keliling.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ratna Safitri dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi
Kasus Pada J&T Express Purwokerto” tahun 2023 dalam penelitian yang ditulis
Ratna safitri berfokus pada upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori
ujmh.8

Persamaan penelitian yang dilakukan Ratna Safitri dengan yang akan penulis
lakukan adalah menggunakan teori ujrah dengan menggunakan jenis penelitian
lapangan (filed research), hanya saja perbedaannya terletak pada fokus penelitian
dimana dalam penelitian Ratna Safitri berfokus pada upah kurir berdasarkan jumlah
paket sedangkan penulis berfokus pada sistem pengupahan jasa penggilingan padi
keliling.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan materi yang dibahas dalam

penelitian ini, termasuk objek yang akan dibahas dalam penelitian tersebut mengenai

” Sri Wahyuni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam
Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian™ (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur),” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Lampung, 2022
(2013): 89,.

® Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket
Perspektif Teori Ujrah" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)"(Skripsi Sarjana; Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023)”



pemberian upah. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan
penelitian terdahulu karena penelitian ini akan membahas mengenai bagaimna praktik

upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue Kec.Cempa

Kab.Pinrang.
Tabel 2.1
Mapping Penelitian Relevan
No Nama Judul Metodologi Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
1 | Darojatul | Tinjauan Penelitian Hasil penelitian tersebut
Husana Hukum Islam kualitatif dapat disimpulkan bahwa
(2019) Terhadap deskriftif 1). Mekanisme penetapan
Mekanisme dengan metode | ujrah di akun Instagram

Penerapan Ujrah
Pada Jasa Titip
Beli Online

studi lapangan

@jasatitipgya dengan cara
memasukkan upah jasa
titip kedalam harga barang
tersebut include.
Presentase upah jasa titip
berkisar 10-5-% dari harga
barang dalam hal ini
berdasarkan jasa
operasional barang dan
kebutuhan. 2). Pnadangan
Hukum Islam terhadap
mekanisme penetapan
ujrah jasa titip dengan
cara harga sudah termasuk
ujrah jasa titip maka cara




tersebut mengandung
unsur ketidakjelasan yang
disebut Gharar dan dalam
hukum Islam Gharar
termasuk larangan dalam
transaksi yang telah diatur
dalam Al-Qur’an QS. An-
Nisa: 29.

Sri Tinjauan Penelitian Hasil penelitian tersebut

Wahyuni | Hukum Islam Kualitatif dapat disimpulkan bahwa

(2022) Terhadap Deskriftif praktik penentuan upah
Praktik tanam jagung dengan cara
Penentuan Upah borongan , kiloan, dan
Pekerja Tanam harian menggunakan teori
Jagung Dengan ujrah yang sesuai dengan
Cara Borongan, rukun dan syararat ujrah.
Kiloan dan Tinjauan Hukum Islam
Harian (Studi di mengenai praktik tanam
Desa Negara jagung dengan cara
Batin borongan, kiloan dan
Kecematan harian di Desa Neagara
Jabung Batin sudah sesuai dengan
Kabupaten syariat hukum islam,
Lampung Timur karena kedua belah pihak

telah melakukan
kesepakatan.
Ratna Tinjauan Penelitian ini | Hasil penelitian tersebut
Safitri Hukum Islam menggunakan | dapat disimpulkan bahwa
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(2023)

terhadap Upah
Kurir
Berdasarkan
Jumlah Paket
Perspektif Teori
Ujrah (Studi
Kasus Pada J&T
Express
Purwokerto
Perlindungan
Hukum
Terhadap
konusmen
Terkait Cairan
Rokok Elektrik
Yang Tidak
Mencantumkan
Tanggal

Kadaleuarsa

metode
penelitian

normatif.

berdasarkan jumlah paket
perperktif teori Ujrah
bahwa kurir mengirimkan
paket dalam waktu 1-15
hari sebanyak 1.200
perpaket. Jika dihitung
perhari kurir mengirimkan
paket 2.400 per paket.
Praktik upah kurir ini
menggunakan akad
Jju’alah karena
pembayaran upah
didasarkan pada jumlah
paket yang dikirimkan.
Tetapi dalam asas upah
ada yang belum seseuai
dengan prinsip keadilan
yaitu kurir mengirimkan
paket dengan jarak
tempuh jauh atau dekat
upahnya menyesuaikan
hasil pengiriman paket
dan tidak mendapat uang
bensin saat bekerja dan
tidak mendapat tunjangan

lainnya.
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B. Tinjauan Teori
1. Teori Upah
a. Pengertian Upah (ujrah)

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan
atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam
bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga
pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana
ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. A/-ajru berarti upah atau imbalan untuk
sebuah pekerjaan. A/-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat
materi maupun immateri.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut
istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan
jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan
demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran
kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan
tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan
sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayaran
tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu upah adalah harga yang
dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor
produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah

merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya.9

% Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket
Perspektif Teori Ujrah" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)"(Skripsi Sarjana; Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023)”
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b. Dasar Hukum Upah (Ujrah)
Sumber hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur’an dan Sunnah

Nabi. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum islam :

1) QS. At-Taubah (9): 105

- < . ) o< 3/.. ,,%,) ’)’/ }5 )//,)/,’ )L % 1),’ kP
o sl By A e ) 3 Sapdls s Sae dll sid lad) 15

Terjemahanya:

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakn-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerj akan™'?

Makna dari QS. At-Taubah ayat 105 tersebut adalah bahwa Islam
memberikan penjelasan bagi umat muslim untuk selalu bekerja keras dan tidak
bergantung pada siapapun dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Islam telah
menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menggantungkan diri pada siapapun
karena semua yang sudah tertakar pasti harus diupayakan dengan usaha. Disisi
lain, Allah SWT juga dengan rinci memaparkan jika dalam kandungan ayat Al-
Quran terdapat pemaparan bahwa setiap manusia diberi akal untuk berpikir dan
mengolah pikiran tersebut menjadi suatu output yang bermanfaat bagi orang

.
lain.

10 Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahnya. h 103
1 Nila Rosdiana and Zuhrinal M Nawawi, “Peran Orientasi Kewirausahaan Islami Dan

Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Koaki Store),
Wawasan : Jurnal llmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan 1, no. 1 (2022): 156-166.
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2) QS. Al-Bagarah (2): 233

~

& It ey i > 1< )///“" I ’3;//1/
Syl 8 G aln 151 Sl B Y6 SV e A58 51 5551 0l

S Sy L W 31 ey A 85

Terjemahanya:
“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada
dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”™?
Makna dari ayat di atas adalah menjelaskan bahwa ketika seorang
mempercayakan anakya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan
upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak
sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si
ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendakya
ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain

dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.
3) QS .An-Nahl (16): 97

,)/’/,»f/.’f/}ﬁ/w/f ST T8 s S },3) & P - 2 s
a5 el B £ s Baki g 3151 ST B g

2 - P
RYCFA STl

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan.”13

2 Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahnya. h.37
13 Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahnya. h. 278
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Makna dari ayat diatas dikatakan dengan kehidupan dunia, yaitu dengan
mendapatkan rasa gana 'ah atau menerima apa adanya atau ia mendapatkan
rezeki yang halal (dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan).

Kemudian Allah dalam ayat ini berjanji bahwa Allah benar-benar akan
memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya,
baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala
amal yang sesuai petunjuk Al-qur’an dan sunnah Rasul, sedang hati mereka
penuh dengan keimanan.**

4) Hadis Rasulullah mengenai upah sebagai berikut:

\#iﬁy‘oﬁi@ﬁdi%é\ﬁﬁ(a\‘g‘)o.)\éé\.o)ls

Artinya:
“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu

‘alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum

mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397)”.
C. Asas-Asas Upah (ujrah)
1) Asas Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas in dalam suatu perjanjian tau akad menuntut para
pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan
keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa
mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini merupakan lawan dari

kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak

¥ Muhammad Zaim, “Tujuan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist (Isu Dan Strategi
Pengembangan Pendidikan Islam),” jurnal of Islaic Education 4, no. 2 (2019): 129-139.

> Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu
Majah, juz Il (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817
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kemerdekaan orang lain, dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad
yang dibuat. Al-Qur’an Surah A/-Hadid (57) :25 disebutkan bahwa Allah
berfirman yang artinya:

" Sesuneguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telan kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan
Neraca (keadillan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”*®
2) Asas Al-Ridha (Kerelaan)

Dalam melakukan segala transaksi harus didasari karena suka sama suka
atau kerelaan setiap pihak yang terkait, tidak boleh ada paksaan, tekanan,
penipuan, dan miscommunication. Jika hal ini terjadi maka kita melakukan
sebuah kebathilan.'” Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-
Nisa:29 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."18

3) Asas As-Shidg (Kejujuran/Kebenaran)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak
legalitas kontrak dan menimbulkan perselisthan diantara para pihak.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah 4/-4hzab (33): 70 yang
artinya:

" Hai orang -orang yang beriman, bertagwalah kamu kepada Allah dan

katakanlah perkataan yang benar".

16 Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah,” At-Tadbir : jurnal
ilmiah manajemen 3, no. 1 (2019): 41-55.

! Rahadian Firdaus and Achsania Hendratmi, “Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to
Peer Lending Syariah,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 8 (2019): 1660-1673.

18 Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket
Perspektif Tori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023).”
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Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para
pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya.
Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.19

4) Asas Al-Kitabah (Tertulis)

Dalam melakukan suatu perjanjian, cara menjaga agar pihak

selalu ingat dengan perjanjian yang telah dibuat dan saling sepakat, maka

harus dilakukan dengan cara tertulis dan ada saksinya. Dijelaskan dalam Al-

Qur’an Surah Al-Bagarah (2): 282 yang artinya:
“Hai orang-orang vang beriman apabila bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannva. dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan
janganlah  penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). dan hendaklah ia
bertagwa kepada Allah , dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada
hutangnya. Jika berhutang itu yang akalnya atau lemah keadannya atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimplakkan
dengan jujur. Dan persaksikannlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa maka yang seorang mengingalkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan
janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas
waktu pembayaran. Sebab demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu

perdagangan tuna yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa

9 Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ Ah.”At-Tadbir: Jurnal Ilmiah
Manajemen vol 3,n0.1 (2019)



17

masimu (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu
lakukan yang (demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah

. 20
maha mengetahui segala sesuatu."

d. Akad yang menggunakan ujrah

1) ILjarah

Istilah Jjarah berasal dari kata bahasa Arab ajara-ya juru-ajran, yang
semakna dengan kata al- iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah. Secara
Syar’l Ijarah adalah akad manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil
sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau
barang yang diberi criteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan
tertentu dengan upah tertentu. Dimna ijarah terdiri dari Mu jir dan Musta jir,
yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah.
Mu jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, Musta jir
adalah orang yang menyewa. >
2) Ju'alah

Akad Ju'alah adalah janii atau komitmen (iltizam) untuk memberikan
imbalan (reward/ wadh// ju') tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang
ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak yang berjanji akan memberikan
imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan natyah) yang ditentukan
disebut dengan jail. Sedangkan maju'lah adalah pihak yang melaksanakan
jualah. Akad Ju'alah merupakan bukti konkrit keluhuran agama Islam yang

menghargai jerih payah dan hak cipta. Konsep ini juga selaras dengan

%% Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Tanam
Jaguang Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian" (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur).”(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2022)

2! Oktaviani and Hidayati, “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum
Islam.”Jurnal Antologi Hukum 1, no. 1 (2021)
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profesionalitas kerja yang sangat dihargai ole masyarakat modern; yaitu
memberikan penghargaan sesuai dengan beratnya beban pekerjaan. Imbalan
atau komisi yang bersifat lazim dalam akad a/ Ju'alah merupakan bukti bahwa
Islam adalah agama yang konsekuen dan konsisten dalam memegang prinsip
kejujuran.?
3) Wakalah bil Ujrah

Wakalah atau wakilah, secara bahasa, mengacu pada perlindungan (A!/-
Hafidz), pencukupan (A4l-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhamman), atau
pendelegasian (At-tafwidh), yang juga diartikan sebagai memberikan kuasa
atau mewakilkan. Menurut fatwa DSN-MUI, akad wakalah adalah perjanjian
pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan tindakan
hukum tertentu. Sementara itu, Wakalah bil ujrah merujuk pada pemberian
kuasa atau perjanjian wakalah dengan imbalan ujrah. Ujrah dalam konteks
Wakalah adalah honorarium atau bayaran yang diberikan dari pihak yang
mewakilkan kepada wakilnya. Memberikan ujrah dalam wakalah bertujuan
sebagai penghargaan terhadap jasa yang telah diberikan oleh wakil dalam
menjalankan tugas yang diamanatkan oleh muwakkil.*

2. Teori Gharar
a. Pengertian Gharar
Secara etimologis, akata gharar berkisar pada risiko (khathar),

ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nugsan) dan/atau sesuatu yang mudah rusak
(ta 'arrudh lil halakah). Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian,
spekulasi, atau risiko dalam konteks keuangan. Keuntungan yang diperoleh
dari situasi yang tidak dapat diprediksi atau tidak pasti dilarang, karena

membawa risiko yang besar dan tidak terjamin. Secara bahasa, gharar berarti

#2 Nindi Dwi Tetria Dewi Eka Wahyu Hestya Budianto, “Akad Ju’alah Pada Inklusi
Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research” (2023): 1-14,

** Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil
Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi,” el-Qist 9, no. 2 (2019):
196-214,.
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kekhawatiran atau keadaan yang menyebabkan kerusakan, atau sesuatu yang
tampak menjanjikan namun sebenarnya berpotensi menimbulkan bencana.
Gharar terjadi ketika seseorang tidak dapat memprediksi kemungkinan yang
akan terjadi, sehingga cenderung bersifat perjudian atau spekulatif. Setiap
bentuk kontrak yang mengandung ketidakpastian termasuk dalam unsur
gharar. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak
diketahui atau konsekuensi yang tidak terduga.

Zamir Igbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan gharar Any
uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a
contract.” Transaksi yang mencerminkan unsur gharar dianggap tidak sah dan
oleh karena itu diharamkan untuk dilakukan. Ketidakpastian yang melekat
dalam transaksi gharar mencakup kemungkinan keuntungan atau kerugian,
atau bahkan hanya keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak
lain". %

Secara terminologi fiqih, gharar mengacu pada ketidakpastian terhadap
akibat suatu peristiwa atau kejadian dalam transaksi perdagangan atau jual
beli, atau ketidakjelasan mengenai kebaikan atau keburukan dari suatu hal.
Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak
diketahui, sementara menurut al-Jurjani, gharar adalah sesuatu yang hasilnya
tidak diketahui, apakah dapat terwujud atau tidak. Dari definisi ini, dapat
disimpulkan bahwa gharar merujuk kepada semua jenis jual beli yang
mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan terhadap objek perjanjian,
serta ketidakpastian terhadap akibat dan risiko yang mungkin menghasilkan
keuntungan atau kerugian.

Jual beli gharar adalah transaksi jual beli yang tidak menjamin
kepastian terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam jenis transaksi ini,

terdapat risiko dan kemungkinan kerugian karena dapat mendorong seseorang

24 Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, “Konsep Dasar Gharar,” Jurnal IImiah
Multidisiplin 2, no. 11 (2023): 5450-5455.
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untuk mencapai tujuannya sementara sebaliknya dapat menimbulkan kerugian
dan bahaya bagi pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang mengandung
ketidakjelasan termasuk dalam kategori jual beli gharar.

Secara sederhana, gharar dapat dimaknai sebagai keadaan
ketidakpastian atau ketidakjelasan. Gharar, yang sering juga disebut sebagai
taghrir, mencakup situasi di mana informasi yang tidak lengkap atau
ketidakpastian dirasakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar

terjadi ketika para pihak mengubah sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas.25

b. Macam-macam Gharar
Pertama Gharar pada sighot transaksi (akad), Gharar dalam transaksi,

contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya
kepada saya. ( terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas). Kedua
Gharar dalam mahalul agad ( objek akad), Gharar yang termasuk salah satu
komoditi dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya,
contohnya : menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

c. Contoh Gharar
1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidakielasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi

Ketidakielasan dalam waktu objek transaksi

Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

© N o o B W DN

Objek transaksi yang spekulatif®®

% Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecematan Pining Kabupaten Gayo
Lues (Studi Konsep Gharar), (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syari'ah : Darussalam, Banda Aceh,
2017), 29

% Putri Nova et al., “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan
Gharar,” Jurnal IImu Ekonomi Islam 03, no. 02 (2019): 190-203
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d. Landasan Hukum Gharar
Gharar merupakan sesuatu hal yang hukumnya dilarang dalam Islam.
Adapun landasan hukum terhadap larangan gharar terdapat pada surah Al-
Bagarah (2): 188
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Terjemahnya

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*’

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam
karena dengan jual beli seseorang mendapatkan harta tau manfaat dari orang
lain secara batil atau tidak benar, selain itu dalam melakukan transaksi juga
harus saling ridha atau suka sama suka Sedangkan gharar menghilangkan
unsur saling ridha tersebut, hal ini dikarenakan unsur gharar dapat
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga gharar termasuk jual
beli yang terlarang.”®

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan
transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya
hukumnya tidak boleh.?

3. Teori Pertanggung Jawaban

% Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahnya. h.29

*® Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecematan Pining Kabupaten
Gayo Lues (Studi Konsep Gharar). (Studi Konsep Gharar), (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi
Syari‘ah : Darussalam, Banda Aceh, 2017), 32

% Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi
Bisnis Modern,” Al-"Adalah 12, no. 3 (2015): 647-662. Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu
Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” Al-"Adalah 12, no. 3 (2015): 647-662
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a. Pengertian Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab merupakan tori yang menganalisis tentang
tanggung jawab pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa bole dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai
bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan
keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala
sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri
tau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya
(jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan
sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban
yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact
being responsible).30

Dalam Islam, tanggung jawab dikenal sebagai Mas'uliyah. Mas'uliyah,
atau Akuntabilitas, adalah prinsip yang mengharuskan seorang pekerja untuk
selalu waspada dan bertanggung jawab atas tindakan serta pengeluaran
mereka, karena mereka akan diperiksa dan dipertanggungjawabkan, baik di
dunia maupun di hari pembalasan. Tanggung jawab ini mencakup beberapa
aspek, yaitu:

1. Tanggung jawab antar individu (mas'uliyyah al-afrad).

2. Tanggung jawab terhadap masyarakat (mas'uliyyah al-mujtama’).

3. Tanggung jawab pemerintah (mas'uliyyah al-daulah), yang terkait

dengan pengelolaan baitul mal. Manusia dan masyarakat diwajibkan untuk

** Ella Aldila, “Pengaruh Terpaan Pesan Promosi Kartu XL Bebas Tarif Rp 1/Detik Ditelevisi
Terhadap Peningkatan Penggunaan Kartu XL Bebas Oleh Mahasiswa” (Skripsi Sarjana Universitas
Muhamadiyah Malang, Malang 2018)
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menjalankan kewajiban mereka guna memastikan kesejahteraan seluruh
anggota masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini juga mencakup
tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam proses pengiriman barang,
karena berhubungan dengan masyarakat luas dan tidak terbatas.

Tanggung jawab adalah karakteristik dari individu yang beradab atau
berbudaya. Manusia memiliki tanggung jawab karena mereka menyadari
dampak positif atau negatif dari tindakan mereka. Mereka juga memahami
bahwa orang lain memerlukan dedikasi atau pengorbanan dari mereka. Jika
diteliti lebih dalam, tanggung jawab dapat dianggap sebagai kewajiban atau
beban yang harus ditanggung atau dipenuhi, baik sebagai akibat dari tindakan
kita terhadap orang lain, maupun sebagai akibat dari tindakan orang lain
terhadap kita.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya merupakan bagian tak
terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana setiap orang pasti dibebani
dengan tanggung jawab. Jika seseorang enggan untuk bertanggung jawab,
maka ada pihak lain yang akan memaksa agar tanggung jawab tersebut
dipenuhi. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipandang dari dua
perspektif: pertama, dari sudut pandang orang yang melakukan tindakan, yang
harus menyadari dampak perbuatannya dan berusaha memperbaiki keadaan;
kedua, dari sudut pandang pihak lain, yang jika si pelaku tidak mau
bertanggung jawab, akan terlibat dalam proses pemulihan, baik secara
individu maupun kolektif..**

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab
Tanggung jawab telah dijelaskan dalam surah An-Nisa’: 58
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*! |ka Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati
Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang" (Skripsi Sarjana: Hukum
Ekonoimi Syariah, Mataram 2019). 13
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Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Makna dari ayat tersebut adalah penjelasan mendalam mengenai amanat
yang harus diberikan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ayat ini,
"amanat" merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Istilah "amanat" memiliki makna
yang luas, mencakup amanat Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat antar
sesama manusia, serta amanat terhadap diri sendiri. Amanat dari Allah SWT
yang harus dilaksanakan meliputi menjalankan perintah-Nya dan menghindari

larangan-Nya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT harus

dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya..33

C. Macam-Macam Tanggung Jawab
Kita semua menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang terus-
menerus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, di
manapun manusia berada, mereka secara otomatis diharapkan untuk
bertanggung jawab atas kondisi lingkungan di sekitar mereka. Oleh karena itu,
ada beberapa tanggung jawab penting yang perlu dipahami dalam kehidupan
manusia. Dalam konteks ini, penulis akan membahas tanggung jawab menurut

Islam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

*2 Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahnya. h.87

% |ka Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati
Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang.” (Skripsi Sarjana: Hukum
Ekonomi Islam, Mataram, 2018)
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1. Tanggung jwab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan kewajiban
mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Dalam kehidupan,
manusia sangat memerlukan bantuan dari orang lain. Manusia dilahirkan
dalam keadaan suci, bagaikan selembar kertas putih yang belum ternoda.
Dengan demikian, baik dan buruknya tindakan manusia sebenarnya ada dalam
kendali mereka sendiri. Meskipun ada takdir dan kehendak Allah sebagai
Pencipta, manusia tetap memiliki kemampuan untuk mengubah sikap dan
perbuatannya melalui usaha mereka sendiri.
2. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Kehidupan manusia akan terasa kosong jika tidak ada orang lain yang
dapat memberikan bantuan, dukungan, dan hiburan. Penting bagi setiap
individu untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain..
3. Tanggug jawab terhadap tuhan.

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan
Tuhan lainnya, dengan posisi mereka di bumi sebagai khalifah. Hal ini

dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Baqgarah (2): 30 sebagai berikut:

. P :/,,)/%/ L P 4 2 P AP
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Terjemahnya:

“Seesungguhnya aku sempat menjadikan seorang khalifa di muka bumi
ini, mereka berkata “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan
menumpakan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan Berfirman “Sesungguhnya
aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*

** Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya. h.6
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Makna dari dalil tersebut menunjukkan bahwa manusia diangkat oleh
Allah sebagai khalifah di atas makhluk lainnya. Namun, meskipun demikian,
manusia tetap memiliki tanggung jawab kepada Tuhan atas segala
tindakannya, karena kebesaran dan kekuasaan manusia tetap berada dalam
kekuasaan  Allah. Semua pekerjaan dan wusaha manusia harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Tanggung jawab kepada Tuhan, menurut kesadaran manusia, adalah
untuk melaksanakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib bersyukur atas karunia-
Nya yang menciptakan mereka dan memberikan rezeki.

4. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas

Bekerja merupakan kewajiban setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidup pribadi maupun keluarga. Ada berbagai jenis pekerjaan atau profesi,
namun dalam hal ini penulis lebih fokus pada pekerjaan di bidang jasa,
khususnya jasa penggilingan padi keliling. Setiap pengusaha dalam bidang
jasa penggilingan padi harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan
apa yang dititipkan oleh pelanggan, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses
seperti penentuan upah. Hal ini penting agar pelanggan tidak merasa dirugikan
oleh hasil kerja pelaku usaha.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap pekerjaan harus
dilakukan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, baik untuk kepentingan
duniawi maupun akhirat. Mereka yang melakukan pekerjaan karena adanya
hubungan dengan orang lain disebut sebagai pekerja. Seorang pekerja yang
baik adalah yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan hampir sempurna.
Dengan demikian, seseorang yang terlibat dalam pekerjaan berarti telah

menjalankan tugasnya.35

% |ka Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati
Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang.”(Skripsi Sarjana: Hukum
Ekonomi Islam, Mataram 2018)
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C. Kerangka Konseptual
Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Mattunru-Tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang)." Untuk memahami penelitian ini,
peneliti akan menjelaskan definisi dari setiap kata yang ada dalam judul
penelitian tersebut.
1. Hukum Ekonomi Islam
Ekonomi Islam adalah sekumpulan prinsip, nilai, dasar, dan aturan yang
mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka
memenuhi kebutuhan baik yang bersifat komersial maupun non-komersial,
berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ekonomi islam memang
didefinisikan sebagai suatu system ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan ajaran
islam. Beberapa poin penting yang dapat ditambahkan untuk melengkapi
pemhaman mengenai ekonomi islam melibatkan prinsip-prinsip sebgai berikut:
Pertama, Ketuhanan (7auhid): Prinsip dasar ekonomi islam adalah
adanya ketuhanan yang kuat. Setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk
memenuhi perintah Allah dan mencapai ketagwaan kepada-Nya. Ini mencakup
semua aspek kehidupan, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, serta kegiatan
ekonomi lainnya. Kedua, Keadilan Ekonomi: Ekonomi islam menekankan
keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Prinsip ini tercemin
dalam sistem zakat dan mewajibkan kontribusi Sebagian kekayaan untuk
membantu yang membutuhkan. Ketiga Larangan Riba (Bunga): Transaksi yang
melibatkan riba dilarang dalam islam. Prinsip ini menekankan keadilan dalam
pertukaran ekonomi dan mencegah eksploitasi melalui sistem bunga. Keempat
Larangan Monopoli dan Praktik Tidak Adil Lainnya: Ekonomi melarang
praktik-praktik monopoli dan Tindakan yang merugikan pesaing atau
konsumen. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan persaingan yang
sehat. Kelima, Kebersamaan dan Solidaritas: Prinsip-prinsip ekonomi islam

mendorong Kerjasama dan solidaritas antar inividu dan kelompok masyarakat.
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Terakhir yaitu, Nilai-nilai Etika dalam Bisnis: Etika bisnis yang tinggi adalah
bagian integral dari ekonomi islam. Pelaku bisnis diharapkan untuk bertindak

integritas, kejujuran, dan keberpihakan kepda kepentingan umum.

2. Pemberian Upah

Dalam agama Islam, upah adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau
diberikan kepada pihak yang berhak sebagai bentuk penghargaan dan jaminan
atas pekerjaan yang telah dilakukan, sesuai dengan kesepakatan antara kedua
belah pihak. Nilai upah harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan
antara pemilik tenaga kerja dan pekerja. Selain itu, pemberian upah harus
dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga pemberi upah tidak
dapat bertindak sewenang-wenang. Bahkan, terdapat hadits Nabi yang
menegaskan pentingnya membayar upah segera setelah pekerjaan selesai,
seperti yang dinyatakan dalam hadits yang berbunyi, "Bayarlah upah kepada
pekerja sebelum kering keringatnya”.37

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas: Perama,
Pemberian imbalan karena manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian
dan lain-lain. Kedua, Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan
oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah pada sewa
menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Dalam kamus perbankan syariah, ujrah adalah imbalan yang diberikan
atau diminta untuk suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam bahasa Arab,
ujrah berarti upah atau imbalan dalam konteks sewa-menyewa, sehingga
pembahasan tentang ujrah termasuk dalam kajian ijarah. [jarah itu sendiri

memiliki arti tersendiri. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah

*® Andi Kahdijah, “Prospek Usaha Pabrik Gabah Keliling Di Kota Parepare,” (Skripsi
Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare (2016): 30.

87 Aksin & Nur, “Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018,” Meta Yuridis 1, no. 2
(2018): 28.
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pekerjaan. Makna dasar dari al-ajru adalah pengganti, baik dalam bentuk materi
maupun immateri.

Dalam bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti.
Sedangkan dalam istilah (terminologi), upah merujuk pada kompensasi yang
diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari tenaga orang lain,
sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, upah adalah
pembayaran yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan
tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) harus disepakati dengan
kerelaan dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Sementara itu, upah
yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan yang
dilakukan dan kondisi pekerja (profesi kerja), jika akad ijarah telah menentukan
jasa atau manfaat dari tenaga kerja tersebut.

Penetapan upah yang sepadan (ajrun mitsli) harus dilakukan oleh
mereka yang memiliki keahlian khusus dalam menentukan besaran upah, bukan
oleh standar yang ditetapkan oleh negara atau kebiasaan umum masyarakat. Hal
ini harus dilakukan oleh ahli yang berpengalaman dalam penentuan upah kerja
atau estimasi upah pekerja. Orang yang memiliki keahlian dalam menentukan
upah disebut sebagai khubara'u.

3. Jasa Penggilingan Padi Keliling

Penggilingan padi menjadi beras adalah salah satu tahap utama dalam
penanganan pascapanen. Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas
beras yang dihasilkan. Di Indonesia, alu dan lesung merupakan metode
tradisional pertama untuk menyosoh padi, digunakan oleh petani baik dengan
tenaga manusia secara manual maupun dengan tenaga air. Beberapa alu dan
lesung dapat dioperasikan menggunakan kincir air, yang merupakan bentuk
tradisional dari unit penggilingan padi. Pada alat ini, prinsip penggerusan
diterapkan untuk memisahkan butir gabah, sementara prinsip penggesekan

digunakan untuk mengupas kulit sekam.



30

Penggilingan padi keliling adalah hasil dari perubahan sosial, di mana
sebelumnya penggilingan padi dilakukan secara tetap di satu tempat dan
pelanggan datang untuk menggunakan jasa tersebut. Namun, dengan
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat penggilingan padi kini
dapat dipindahkan ke berbagai lokasi sesuai kebutuhan pelanggan. Jasa
penggilingan padi keliling ini muncul sebagai inisiatif masyarakat untuk
memudahkan petani dalam mengolah hasil pertanian mereka. Pengguna jasa ini
umumnya adalah masyarakat dari lapisan menengah ke bawah yang ingin
mengurangi biaya produksi agar dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Kemunculan penggilingan padi keliling mulai menggantikan fungsi
penggilingan padi yang tetap, karena banyak petani yang lebih memilih
menggunakan layanan penggilingan padi keliling daripada yang menetap.
Penggilingan padi keliling memudahkan petani, karena mereka tidak perlu lagi

repot mengangkut padi ke tempat penggilingan.®®

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi menyeluruh dari apa yang sedang diteliti.
Untuk memudahkan pemahaman, peneliti menjelaskan situasi tersebut dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

%8 Sri Wahyuni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Tanam
Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur).”(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2022)
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Jasa Penggilingan Padi Keliling
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/Ditinjau dari Hukum ekonomi Islam praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa\
Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syarat, adapun mengenai kurangnya
transparansi dalam pengambilan upah itu tidak disebabkan oleh penyedia jasa
melainkan disebabkan oleh pengguna jasa tersebut, hal itu telah menjadi kebiasaan atau

kesepakatan (saling Ridha) antara kedua belah pihak. Sehingga transaksi pengupahan

/

tersebut dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi
kasus. Studi kasus adalah metode ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci,
dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada
tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam tentang kejadian tersebut. Umumnya, fokus
penelitian studi kasus adalah hal yang aktual dan unik, bukan sesuatu yang sudah

berlalu atau terjadi di masa lalu.*

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif
bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,
seperti sudut pandang perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian ini
dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan. Metode
kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji upah pada jasa
penggilingan padi keliling.

B. Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa Mattunru-tunrue, yang terletak di
Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
2. Waktu Penelitian
Durasi penelitian diperkirakan sekitar satu bulan, dan jika memungkinkan,
periode tersebut dapat diperpanjang.

C. Fokus Penelitian.

% Hidayat Taufik, ‘Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan’, Jurnal
Study Kasus, August, 2019, h.128.
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Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada Tinjauan Hukum Ekonomi
Islam terkait pemberian upah untuk jasa penggilingan padi keliling, dengan studi
kasus di Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang..

D. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi yang
diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen, baik yang bersifat
primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua
kategori, yaitu:
1. Data Primer
Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari
subjek yang dianggap relevan, yaitu subjek penelitian yang berhubungan
dengan variabel yang sedang diteliti. Teknik yang digunakan untuk
menentukan narasumber melibatkan identifikasi orang-orang yang akan
diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai penilaian Hukum
Ekonomi Islam terkait pemberian upah pada jasa penggilingan padi keliling
di Desa Mattunru-tunrue. Terdapat enam narasumber, yaitu satu pemilik
usaha, dua pekerja usaha, dan tiga anggota masyarakat yang menggunakan
jasa penggilingan padi keliling.
2. Data Skunder
Untuk melengkapi data primer, penulis juga menggunakan data
sekunder, yang dikenal sebagai sumber data tambahan. Sumber data
sekunder ini diperoleh dari literatur, buku-buku yang membahas tentang
pengupahan dalam Islam, serta materi lain yang relevan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data
Sumber data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan semua
informasi yang relevan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang

terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian
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(Field Research) untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel.

Prosesnya adalah sebagai berikut:

1.

Pengamatan Observasi

Observasi adalah aktivitas memerhatikan objek secara teliti dan
langsung di lokasi penelitian, serta mencatat gejala-gejala yang diteliti secara
sistematis. Dalam penelitian ini, semua aktivitas di lokasi penelitian akan
diamati secara mendetail untuk mendukung analisis data dan penulisan.
Wawancara (Interview)

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi verbal antara dua orang
yang saling berhadapan, di mana seorang interviewer meminta informasi
atau pernyataan dari seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam
mengenai data yang akan diteliti.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa teknik wawancara adalah
metode penting untuk memperoleh informasi dari narasumber oleh peneliti.
Data yang diperoleh melalui wawancara menjadi salah satu elemen krusial
dalam proses penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan
jalannya wawancara. Instrumen ini membantu pewawancara mengikuti
struktur wawancara dari awal hingga akhir. Pedoman wawancara berfungsi
untuk membimbing arah wawancara, terutama dalam hal-hal yang perlu
ditanyakan. Dengan menggunakan pedoman wawancara, kemungkinan
terjadinya kelalaian dalam menanyakan aspek-aspek penting terkait masalah
penelitian dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan,
mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, dan memperoleh informasi

yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi
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Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan
penggunaan data audiovisual. Metode ini menghasilkan catatan gambar yang
relevan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat diperoleh data
yang komprehensif, sah, dan tidak hanya berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data
Peneliti harus berupaya memperoleh data yang valid dalam penelitian
kualitatif. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memeriksa validitas data
selama proses pengumpulan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak
cacat atau tidak valid.
1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas yang diterapkan untuk memastikan keabsahan data
atau untuk memverifikasi bahwa hasil data yang diperoleh di lapangan dapat
dipercaya dan akurat dilakukan dengan menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dikenal sebagai
reliabilitas. Penelitian kualitatif dianggap reliabel jika proses penelitian yang
dilakukan oleh peneliti dapat diulang oleh pembaca dengan hasil yang
konsisten. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit seluruh
proses penelitian oleh auditor yang netral atau oleh pembimbing.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan
mempertimbangkan berbagai aspek dari objek penelitian. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan dan memahami
informasi tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak
berada di lokasi penelitian. Proses analisis data kualitatif bersifat induktif,
artinya analisis dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dan kemudian
dikembangkan dalam penulisan analisis.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, di mana data yang

dikumpulkan dan dihasilkan di lapangan disimpulkan pada akhir penulisan.
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Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data
kualitatif, yaitu reduksi data, pemodelan data, dan penarikan/verifikasi
kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan transformasi data mentah dari lapangan. Dalam tahap
ini, peneliti secara cermat mencari data yang valid dan akurat. Reduksi data
bukanlah aktivitas yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian
integral dari proses analisis itu sendiri. Ini melibatkan pemilihan potongan-
potongan data untuk diberikan kode, menarik informasi yang relevan, dan
merangkum pola-pola dari sejumlah potongan data. Semua langkah ini
merupakan keputusan analitis. Reduksi data adalah bentuk analisis yang
memperjelas, memilih, memfokuskan, menghapus, dan menyusun data
sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan cara
yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau
bagan. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk mempermudah pembacaan
dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, penyajiannya harus dilakukan
dengan rapi dan teratur.

Teks tersebut tersebar dan tersusun secara tidak teratur, bagian demi
bagian. Dalam kondisi seperti ini, peneliti berisiko melakukan kesalahan
atau bertindak ceroboh, yang dapat menyebabkan kesimpulan yang bias,
terfragmentasi, dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitif dalam situasi ini
adalah menyederhanakan informasi kompleks menjadi bentuk yang lebih
sederhana dan selektif, atau konfigurasi yang lebih mudah dipahami.

Selanjutnya, hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas dalam

kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan
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melanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Sama halnya dengan reduksi data,
pembuatan dan penggunaan model bukanlah aktivitas yang terpisah dari
analisis. Merancang kolom dan baris dalam suatu matriks untuk data
kualitatif dan menentukan data mana yang harus dimasukkan ke dalam sel
yang sesuai merupakan bagian dari proses analisis.
. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dalam aktivitas analisis adalah penarikan dan
verifikasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif
mulai menentukan "makna" dari data yang diperoleh, mencatat pola,
keteraturan, penjelasan, konfigurasi potensial, hubungan sebab-akibat, dan
proporsi. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang jelas

sambil menjaga keakuratan dan integritas data.



BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue.

Penggilingan padi menjadi beras merupakan tahap utama dalam proses
penanganan pascapanen. Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas
beras yang dihasilkan. Penggilingan padi memiliki peran krusial dalam sistem
agribisnis beras di Indonesia. Di Indonesia, alu dan lesung adalah metode tradisional
pertama untuk penyosohan padi yang digunakan oleh petani, baik dengan tenaga
manusia secara manual maupun yang digerakkan oleh tenaga air. Alu dan lesung ini,
yang dapat dioperasikan dengan menggunakan kincir air, adalah bentuk unit
penggilingan padi tradisional. Pada alat ini diterapkan prinsip penggerusan untuk
memisahkan butir gabah dan penggesekan untuk mengupas kulit sekam.

Masuk ke era pascawasembada beras dari tahun 1986 hingga 2000,
pengembangan unit penggilingan padi berskala besar terus berlanjut, meskipun
dengan pendekatan yang agak berbeda. Penggilingan padi berskala besar tidak lagi
mengandalkan mesin penyosoh besar dengan kapasitas tinggi, melainkan
didominasi oleh unit penyosoh skala kecil. Pada era perdagangan global dari tahun
2000 hingga sekarang, teknologi penggilingan padi telah berkembang menjadi
sistem terintegrasi yang dikenal sebagai Rice Processing Complex (RPC), sebagai
langkah lanjutan dalam modernisasi penggilingan padi.

Salah satu bentuk modernisasi dalam penggilingan padi adalah kemunculan
penggilingan padi keliling. Jasa penggilingan padi keliling merupakan hasil dari
perubahan sosial, di mana sebelumnya layanan ini hanya tersedia di lokasi tetap dan
pelanggan harus datang langsung ke tempat penggilingan. Namun, seiring dengan
kemajuan teknologi dan perubahan zaman, alat penggilingan padi kini dapat
dipindahkan ke lokasi pelanggan. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan petani
dalam mengolah hasil pertanian mereka, sebagai bentuk inisiatif masyarakat.

Penggilingan padi keliling adalah jenis penggilingan padi yang dapat

dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, menggunakan mobil open cap atau
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dikenal sebagai Rice Milling Unit Mobil. Penggeraknya adalah mobil berbahan
bakar bensin, sementara mesin diesel yang digunakan dalam proses penggilingan
beroperasi dengan bahan bakar solar. Penggilingan padi keliling ini pertama kali
diperkenalkan pada tahun 1980 dan hingga kini masih banyak beroperasi di daerah
pedesaan.

Usaha penggilingan padi keliling adalah salah satu inovasi dalam sektor
pertanian yang terus berkembang saat ini. Layanan ini menawarkan kemudahan bagi
petani karena penggilingan padi keliling langsung mendatangi konsumen mereka,
sehingga mempermudah proses penggilingan.

Desa Mattunru-tunrue terdapat dua usaha penggilingan padi keliling. Salah
satu usaha tersebut dimiliki oleh Bapak Arafa. Usaha penggilingan padi keliling
milik Bapak Arafa berdiri sejak tahun 2009, berawal dari minatnya terhadap
peluang menjanjikan dalam bisnis penggilingan padi. Namun, usaha tersebut hanya
berjalan selama tiga tahun, karena Bapak Arafa meninggal dunia pada tahun 2012.

Usaha penggilingan padi keliling yang saat ini beroperasi di Desa Mattunru-
tunrue adalah milik Bapak Muh. Rifai, yang telah berjalan selama 10 tahun sejak
2014 hingga sekarang. Bapak Muh. Rifai memulai usaha ini karena keinginannya
untuk menjadi wirausaha. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai pegawai di usaha
penggilingan padi keliling di Desa Mangki. Berbekal pengalaman tersebut, Bapak
Muh. Rifai memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha penggilingan padi
keliling sendiri di Desa Mattunru-tunrue. Beliau melihat peluang besar dalam usaha
ini karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa penggilingan padi keliling di
desa tersebut, serta merasa usaha ini sangat menguntungkan. Saat ini, usaha
penggilingan padi keliling milik Bapak Muh. Rifai sudah beroperasi dengan bantuan
satu orang karyawan.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran krusial
dalam memicu perubahan, menghasilkan ide-ide baru, dan menciptakan inovasi.

Perubahan ini sering diadopsi oleh kelompok masyarakat yang percaya bahwa
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perubahan tersebut akan membawa manfaat dan kemajuan bersama. Contohnya

adalah kehadiran jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue:

“Sekarang sudah bagus karena ada penggiling padi keliling, dulu masih harus
meengangkat padi ke penggilingan”40

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa penggilingan padi
yang sebelumnya hanya tersedia di lokasi tetap kini telah beralih ke bentuk
penggilingan padi keliling. Banyak masyarakat memberikan tanggapan positif
terhadap layanan ini karena memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih besar,
serta mempermudah mereka dalam mendapatkan beras siap konsumsi. Pengamatan
terhadap masyarakat Desa Mattunru-tunrue dan pemilik usaha penggilingan padi
keliling menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak lama dan telah menjadi
kebiasaan bagi masyarakat setempat untuk menggunakan layanan tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Muh. Rifai, pemilik usaha jasa penggilingan
padi keliling, yang beroperasi dengan datang langsung ke rumah-rumah warga,

beliau menyampaikan bahwa:

“Biasanya kalau dikampung itu masyarakat atau petani yang ingin padinya
digiling biasanya ada yang menelpon langsung, karena sebagian masyarakat
itu simpan nomor telpon saya atau biasa juga menelpon ke pekerjaku, dan
juga biasa warga kalua saya berkeliling sebelum keluar dari kampung dan
melintas depan rumah warga biasa dikasi singgah jadi warga tidak menunggu.
Dan juga biasa ada warga yang langsung datang ke rumah memberitahu kalau
dia puanya padi yang ingin digilig”**

Berdasarkan penjelasan dari bapak Muh. Rifai tersebut selaku pemilik usaha

penggiling padi keliling menjelaskan bahwa masyarakat desa Mattuntru-tunrue

*0 |bu Fatimah Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Masyarakat pengguna jasa
penggilingan padi keliling, Tanggal 17 mei 2024

*I Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Pemilik jasa penggilingan padi
keliling, Tanggal 17 Mei 2024
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apabila ingin menggunakan jasa penggilingan padi tersebut bervariasi, ada yang
menghubungi melalui via telepon seluler adapula masyarakat yang memanggil
ketika pada saat mobil penggilingan padi sementara berkeliling dan melewati rumah
warga, karena sebelum berpindah lokasi/Desa sudah menjadi kebiasaan untuk
berkeliling di Desa Mattunru-tunrue terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah
masyarakat dapat mendatangi rumah pemilik usaha penggiling padi tersebut untuk
menginformasikan bahwa mereka ingin menggunakan jasa tersebut.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa dalam usaha penggilingan padi
keliling, pemilik unit penggiling padi langsung mendatangi rumah-rumah yang
membutuhkan layanan penggilingan, sehingga warga tidak perlu repot membawa
padi mereka ke pabrik. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan
jasa penggilingan padi keliling dibandingkan dengan membawa padi mereka ke
pabrik. Temuan ini didasarkan pada wawancara penulis dengan warga di Desa

Mattunru-tunrue:

“Biasanya saya menggiling didepan rumah saja pakai penggiling padi keliling
langsung, karena bagus sudah tidak repot jauh-jauh bawa ;)adi yang mau
digiling ke pabrik apalagi pabriknya lumayan jauh dari rumah’*

“Lebih bagus giling padi pakai penggiling padi keliling karena tidak perlu jauh-
jauh kita cukup menunggu dirumah sampai padi selesai di,g,dling”“3

Dari hasil wawancara, tampak bahwa banyak masyarakat lebih memilih jasa
penggilingan padi keliling. Alasan utama adalah kemudahan yang mereka dapatkan,
karena layanan ini datang langsung ke rumah mereka. Pernyataan ini dikemukakan

oleh masyarakat dalam wawancara dengan peneliti:

* Bapak Aris Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Masyarakat Pengguna Jasa penggilingan
padi keliling, Tanggal 17 Mei 2024

* Bapak Syamsuddin Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Masyarakat pengguna jasa
penggilingan padi keliling, Tanggal 17 Mei 2024
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“Pakai jasa penggilingan padi keliling itu lebih mudah, karena digiling dekat
rumah dan gampang karena bisa membantu mengangkat padi yang dijemur”*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jasa penggilingan padi keliling
memudahkan masyarakat dengan mengambil padi yang sudah dijemur dan
menyelesaikan seluruh proses penggilingan hingga tuntas.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penggilingan padi sekarang telah
beralih menjadi layanan keliling, yang memungkinkan masyarakat untuk tidak perlu
repot mengirim padi mereka ke pabrik yang jauh dan memerlukan waktu serta
tenaga. Dengan adanya layanan ini, masyarakat juga lebih mudah menghubungi jasa
penggilingan padi keliling saat mereka ingin menggiling padi. Jasa penggilingan
padi keliling tidak hanya mudah dijumpai di jalan, tetapi juga akan menghampiri
rumah warga saat melintas di depan rumah mereka.

Teknik penentuan upah untuk jasa penggilingan padi keliling dilakukan
melalui kesepakatan, yaitu ijab qabul, antara pemilik usaha penggilingan padi
keliling dan masyarakat sebagai konsumen. Jumlah atau besaran upah ditetapkan
oleh pemilik usaha penggilingan padi tersebut.

Pada awalnya, sistem pembayaran upah untuk jasa penggilingan padi keliling
di Desa Mattunru-tunrue menggunakan uang. Berdasarkan praktik di lapangan,
masyarakat membayar sejumlah uang untuk menggunakan jasa penggilingan padi
keliling, dan mereka akan menerima hasil penggilingan berupa beras, bekatul, dan
kulit padi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara penulis dengan pemilik
usaha:

“Awalnya saya coba menggunakan uang sebagai bentuk upah, namun
banyak masyarakat yang kurang setuju dengan upah dalam bentuk uang
karena mereka sudah terbiasa membayar upah menggunakan beras. Jadi
kami tetapkan 3 macam upahnya bisa menggunakan beras, uang, dan
bekatul.”*

* Bapak Aris Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Masyarakat Pengguna Jasa penggilingan
padi keliling, Tanggal 17 Mei 2024

* Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Pemilik jasa penggilingan padi
keliling, Tanggal 17 Mei 2024
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha penggilingan padi
keliling mengenai 3 macam upah yang diterima ia juga menjelaskan rincian dari
masing-masing upah tersebut. Sebagaimna hasil wawancara dengan pemilik
usaha:

“Kalau Upah beras itu biasanya kalua karung pupuk urea timbangannya
itu 50 kg jadi upah yang diterima itu sebaganyak 5 liter yang sama
dengan 5 kg karena kalau beras 10 kg kita ambil upahnya 1 kg. jadi kalau
jenis karung besar yang biasa orang-orang gunakan kalau penen itu 1
karung timbangannya biasanya 100 kg jadi kita ambil upah sebanyak 10
kg. dan mengenai upah uang itu untuk upah 1 kg kalau diuangkan
biasanya Rp. 7.000,- Rp. 8.000,- jadi kami menyesuaikan sama jumlah
upah yang diterima jika padi yang telah digiling memiliki timbangan 50
kg maka upahnya sebanyak 5 kg jika diuangkan maka upah yang kami
terima itu Rp. 35.000,- Rp. 40.000,-. Sedangkan upah bekatul itu jika
bekatul hasil penggilingan kami ambil maka masyarakat sudah tidak perlu
lagi membayar pakai beras atau uang seperti itu”.

Menurut hasil wawancara penulis, tarif awal untuk jasa penggilingan padi
keliling di Desa Mattunru-tunrue semula ditetapkan dalam bentuk uang.
Namun, bagi masyarakat, pembayaran dengan uang adalah hal baru dalam
sistem jasa penggilingan padi keliling karena sebelumnya mereka sudah
terbiasa dengan pembayaran menggunakan beras yang ditetapkan oleh
penggiling padi sebelumnya. Menyadari hal tersebut, pemilik usaha
penggilingan padi keliling yang beroperasi di desa tersebut kemudian
menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Saat ini, terdapat tiga jenis sistem
pembayaran upah yang diterapkan, yaitu:

1. Upah Beras

Dalam praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue,
sistem pengambilan upah dalam bentuk beras diatur sebagai berikut: Untuk
karung padi jenis shak urea (pupuk) yang memiliki berat 50 kg, takaran
upahnya adalah 1 gayung, setara dengan 5 kg beras. Sedangkan untuk karung
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padi/gabah jenis shak yang beratnya 100 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung,
yang setara dengan 10 kg beras.

Biasanya gayung yang digunakan berukuran 1 liter, dan jika upah diambil
dalam bentuk beras dengan menggunakan takaran gayung, maka setiap gayung
berisi 1 liter atau sekitar 1 kg beras. Jika diukur dalam nilai nominal, 1 liter
beras harganya berkisar antara Rp 7.000,- hingga Rp 8.000,-.

2. Upah Uang

Pembayaran menggunakan uang telah menjadi praktik umum dalam
berbagai transaksi, di mana besaran atau nominal upah disesuaikan dengan nilai
barang. Dalam konteks pembayaran jasa penggilingan padi keliling, tidak ada
ketentuan standar yang berlaku umum. Sebaliknya, tarif jasa penggilingan padi
keliling ditetapkan berdasarkan jenis karung padi. Untuk karung pupuk urea,
tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 35.000,- hingga Rp 40.000,-, sedangkan
untuk karung padi atau gabah, tarifnya berkisar antara Rp 70.000,- hingga Rp
80.000,-.

3. Upah Bekatul

Bekatul adalah salah satu hasil sampingan dari proses penggilingan padi
dan biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Dalam hal ini, masyarakat tidak
dikenakan biaya tambahan untuk bekatul sebagai bagian dari jasa penggilingan
padi. Oleh karena itu, bekatul menjadi milik penggiling padi, dan pengguna jasa
penggilingan padi keliling tidak perlu membayar biaya tambahan untuk bekatul
tersebut.

Dari ketiga metode pembayaran tersebut, masyarakat cenderung lebih memilih
menggunakan upah dalam bentuk beras, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Fatima
dalam wawancara dengan peneliti:

“Saya lebih senang membayar upah menggunakan beras, karena biasa saya
menggiling padi itu hanya untuk dijual Kembali demi menghasilkan uang, upah
menggunakan beras juga sama-sama menguntungkan karna saya tidak perlu
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mngeluarkan uang sedang penggiling padi lebih untung karena harga bras lebih

tinggi dari upah menggunakan uang”*®

Lain halnya dengan ibu Halimah yang lebih memilih menggunakan upah
berupa bekatul. Sebagaimana hasil wawancara penulis:

“Saya sering memberikan upah berupa bekatul karena biasanya bekatul sisa

penggili'r.lga‘n hanya tiﬂlggal saja, jadi lebih baik saya menggunakan bekatul itu

untuk dijadikan upah”

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa praktik
penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue memungkinkan masyarakat
untuk menghubungi penyedia jasa melalui telepon sebelum proses penggilingan,
sehingga mereka tidak perlu repot membawa padi ke lokasi penggilingan yang jauh.
Setelah tiba di rumah pengguna, penyedia jasa biasanya membantu mengangkut
padi yang telah dijemur, kemudian melakukan penggilingan hingga proses
pembayaran selesai. Pemilik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-
tunrue menerapkan tiga jenis sistem pembayaran: beras, uang, dan bekatul, yang
disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih beras sebagai upah.
Meskipun terdapat beberapa ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam
pengambilan upah, hal ini tidak disebabkan oleh penyedia jasa, tetapi lebih kepada

kurangnya transparansi dari pihak pengguna jasa itu sendiri.

B. Faktor Ketidakjelasan dalam Pengambilan Upah Jasa Penggilingan Padi
Keliling di Desa Mattunru-tunrue
Mesin penggilingan padi keliling berfungsi untuk menggiling padi menjadi
beras. Proses penggilingannya menggunakan mesin penggiling padi khusus, sebelum
keberadaan mesin tersebut masyarakat menggiling padi di pabrik dengan jarak yang

lumayan jauh.

*® |bu Halimah Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, pengguna jasa penggilingan padi
keliling, Tanggal 17 Mei 2024

*” Ibu Fatimah Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Masyarakat pengguna jasa
penggilingan padi keliling, Tanggal 17 mei 2024
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Sebagian besar penduduk Desa Mattunru-tunrue yang berprofesi sebagai petani
sangat memerlukan jasa penggilingan padi, terutama penggilingan padi keliling.
Setiap penyedia jasa penggilingan padi keliling tentu menerima upah sebagai imbalan
atas layanan yang diberikan. Upah tersebut merupakan bentuk kompensasi untuk
pekerjaan yang telah dilakukan.

Muamalah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Islam
menyediakan aturan-aturan umum untuk memungkinkan perkembangan kehidupan
manusia sesuai dengan perubahan zaman. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam Al-Qur'an, berbagai aspek
kehidupan telah diatur untuk tujuan tersebut.*®

Upah-mengupah adalah praktik muamalah yang sering dilakukan di Indonesia,
khususnya di Desa Mattunru-tunrue, karena budaya dan gotong royong yang kental di
masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan diajarkan
serta diperbolehkan dalam Islam. Islam memberikan kebebasan kepada individu
untuk menjalankan muamalah, dengan syarat bahwa praktik tersebut harus mematuhi
aturan syariah, yaitu tidak boleh merugikan atau menimbulkan kemudharatan bagi
diri sendiri atau orang lain.

Upah-mengupah memberikan berbagai manfaat dan membawa kebaikan dalam
kehidupan masyarakat. Kadang-kadang, apa yang kita butuhkan tidak selalu tersedia
pada diri kita sendiri, melainkan berada di tangan orang lain. Misalnya, seorang
petani padi memerlukan mesin penggilingan padi untuk mengubah padi menjadi
beras, sementara pemilik mesin penggilingan padi juga membutuhkan petani untuk
mengoperasikan mesin tersebut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam figih muamalah, upah atau ijarah dikategorikan menjadi dua jenis:
pertama, upah yang telah ditetapkan (arjun musamma), dan kedua, upah yang

sepadan (arjun mitsli). Upah yang telah ditetapkan (arjun musamma) adalah upah

*8 Sitti Annisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu
Krikil Di Dususn Lojie Desa Bojo Kab. Barru,” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah;
Parepare) (2022): 106.
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yang harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak yang
terlibat dalam transaksi. Sebaliknya, upah yang sepadan (arjun mitsli) adalah upah
yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, berdasarkan kondisi pekerjaan jika
akad ijarahnya sudah mencantumkan jasa (manfaat) kerja tersebut. Jika upah
disebutkan secara spesifik saat transaksi, maka itu termasuk upah yang telah
ditetapkan (arjun musamma). Namun, jika upah tidak disebutkan atau ada
perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka upah yang berlaku adalah
upah yang sepadan (arjun mz’tsli).49

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

\}Lu:\ ‘)..g.;;y\ oﬁi Jad U\ 8y 43)9(5\}) ) 4;\.0)50
Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah : “Berikanlah
upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijarah, pembayaran upah harus
dilakukan segera. Hal ini relevan dengan praktik upah-mengupah, di mana terdapat
kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan atau dalam jangka waktu

yang telah ditentukan, serta tidak menunda-nunda pembayaran upah.

Setiap individu perlu memahami penggunaan akad yang tepat dalam transaksi.
Sebagai bagian dari masyarakat, individu harus mengetahui hukum akad dalam Islam
agar semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan pedoman syariah. Pemahaman
yang disertai dengan kepatuhan terhadap hukum akad akan memastikan bahwa semua

hak masyarakat yang terlibat dalam muamalah dapat terlindungi dengan baik.

Secara etimologi, akad berarti suatu ikatan antara dua hal, baik secara fisik

maupun maknawi, dari satu pihak atau kedua belah pihak. Sementara itu, menurut

49 1hi
Ibid.
*% Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu
Majah, juz Il (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817
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ulama fikih, akad adalah perjanjian yang ditetapkan melalui ijab dan qabul sesuai

dengan ketentuan syariah yang memengaruhi objeknya.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah
kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks syariah, akad merujuk
pada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang sepakat, di mana masing-

masing pihak terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam berinteraksi dengan sesama, penting bagi masyarakat untuk memahami
konsep akad dalam Islam agar semua urusan yang dilakukan sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh agama. Pemahaman yang disertai dengan kepatuhan terhadap
rukun dan syarat-syarat akad akan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang
terlibat terjaga. Akad memainkan peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya
suatu urusan atau transaksi sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, setiap individu

perlu menggunakan akad yang tepat dalam setiap urusan yang mereka lakukan.>

Surah Al-Maidah ayat 1 mengandung ajakan untuk menepati janji atau akad:
‘G_,{';)’ T f/'/\ = ~i Py
gj.uj\; \j.ej\ \)..A\ di.;\M \-éi\i

Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”*?

Menurut Wahbah al-Juhaili dalam tafsirnya, Allah memerintahkan orang-orang
yang beriman untuk meninggalkan godaan setan dan memenuhi semua janji. Ini

mencakup janji-janji syariat, seperti yang terkait dengan halal, haram, dan kewajiban

*! Feby Ayu Amalia, “Hukum Adad Syariah,” Islamitsch Familierech Journal 3, no. 1 (2022):
68-81.
> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya. h.106
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lainnya, serta janji-janji yang dibuat dengan sesama, seperti dalam akad jual beli,

muamalah, pernikahan, dan sejenisnya.

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam
sebuah akad, yang mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Jika prinsip-prinsip ini
tidak dipenuhi, maka perjanjian atau perikatan tersebut bisa dianggap batal atau tidak

sah. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan): Prinsip ini adalah fondasi utama dalam hukum Islam
serta dasar dari hukum perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak-pihak
yang terlibat dalam akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Ini
mencakup kebebasan dalam menentukan objek perjanjian, menetapkan syarat-
syarat, serta menentukan cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

2. Al-Musawarah (Persamaan atau Kesetaraan): Prinsip ini berlandaskan pada fakta
bahwa kedua pihak dalam perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara.
Oleh karena itu, penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus
didasarkan pada prinsip kesetaraan atau kesamaan.

3. Al-Adalah (Adil),
Pelaksanaan prinsip ini dalam akad mengharuskan semua pihak untuk bertindak
jujur dalam menyampaikan maksud dan keadaan mereka, serta memenuhi semua
perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati. Prinsip keadilan sangat penting
untuk memastikan keberlangsungan akad tersebut.

4. Al-Ridha (Kerelaan), Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap transaksi harus
didasarkan pada persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Kerelaan
para pihak dalam sebuah akad merupakan inti dari akad yang sesuai dengan
prinsip Islam dan dianggap sebagai syarat sahnya transaksi. Kerelaan (ridha al-
tardhi) adalah sikap batin yang bersifat abstrak. Untuk memastikan bahwa akad
telah tercapai, diperlukan indikator yang mencerminkannya, yaitu melalui

formulasi ijab gabul.
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5. Al-Kitabah (Tulisan), Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Bagarah ayat
282-283, akad harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Untuk
memastikan hal tersebut, perjanjian sebaiknya dicatat secara tertulis agar tidak
timbul keraguan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk

menghadirkan saksi-saksi sebagai bukti (syahadah).>®

Para pihak yang terlibat dalam sistem upah kerja ini adalah mereka yang
menyepakati akad, yaitu pemberi kerja yang memiliki padi dan membutuhkan jasa
penggilingan padi keliling. Dalam hal ini, upah ditentukan melalui kesepakatan antara
kedua belah pihak yang terlibat, dengan keduanya setuju dan bersedia berdasarkan

prinsip kerja sama.

Pada umumnya, perjanjian kerja untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa
Mattunru-tunrue dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Perjanjian ini
hanya berupa kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu digiling. Kerja sama ini
didasarkan pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan,
dan telah berlangsung turun-temurun serta menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat

Desa Mattunru-tunrue.

Salah satu masalah ketidakjelasan yang muncul dalam jasa penggilingan padi
keliling di Desa Mattunru-tunrue adalah bahwa saat proses penggilingan dan
pengambilan upah, pengguna jasa tidak hadir di lokasi untuk melihat padi mereka
digiling. Selain itu, takaran padi yang akan dijadikan upah hanya ditentukan sepihak
oleh penyedia jasa penggilingan. Padahal, dalam kajian figih muamalah, suatu
perjanjian sewa menyewa atau upah-mengupah harus jelas untuk menghindari
kerugian bagi salah satu pihak serta mencegah perselisihan atau ketidakpastian

(gharar).

** Amalia, “Hukum Adad Syariah.”
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Dalam istilah fiqih, gharar merujuk pada ketidakpastian mengenai hasil dari
suatu transaksi perdagangan atau jual beli, serta ketidakjelasan mengenai dampak
baik atau buruk dari transaksi tersebut. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah
konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani, gharar adalah
ketidakpastian mengenai hasil, apakah transaksi tersebut akan terealisasi atau tidak.
Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa gharar mencakup segala bentuk
jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan tentang objek akad,
serta ketidakpastian mengenai akibat dan potensi risiko yang dapat mengakibatkan
untung atau rugi. Gharar adalah hal yang dilarang dalam Islam.>* Sebagaimana

hukum terhadap larangan gharar terdapat pada surah Al-Bagarah (2): 188

-~ - ’)) 2/ T -~ i '3 -,
el 52 & 3 \,Ku//,K,LU\/L@\,J.\vJLUL@NrQ
Q R b VJYL U\
Terjemahnya:
“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan
dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang
mengandung gharar tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena jual beli tersebut
memungkinkan seseorang memperoleh harta atau manfaat dari orang lain secara tidak
sah atau tidak benar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang pengguna jasa penggilingan

padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, dinyatakan bahwa:

>* Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecematan Pining Kabupaten Gayo
Lues (Studi Konsep Gharar), (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syari‘ah : Darussalam, Banda Aceh,
2017), 29

> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya. h.29
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“Memang dalam hal pengambilan upah yang dilakukan sendiri (sepihak) oleh
pemilik penggilingan sudah biasa terjadi, karena biasa orang mau menggiling
padi namun punya urusan diluar juga sehingga tidak bisa melihat proses
penggilingan sampai pengambilan upah, jadi mau tidak mau penggiling padi ini
ambil upahnya sendiri”*®

Pernyataan serupa juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan seorang
pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue:

“Mengenai pengambilan upah yang tidak disaksikan dengan pemilik padi itu

tergantung orang-orang yang mau menggiling padinya. kalau pemilik padi itu

punya urusan diluar, sebelumnya pasti dia sudah percayakan padinya kepada

penggiling padi tersebut, karena kami masyarakat di Desa ini sudah saling

mengenal dan sudah seperti keluarga kalau satu kampung, apalagi pemilik jasa

penggilingan padi keliling dikampung ini hanya satu jadi tidak ada masyarakat

yang tidak kenal”®

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat selaku pengguna jasa
penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue menyatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi terjadinya pengambilan upah secara sepihak oleh pemilik jasa
penggilingan padi keliling atau tanpa disaksikan dengan pemilik padi tersebut yaitu
ketika pengguna jasa penggilingan padi tersebut memiliki urusan diluar sehingga
tidak dapat menyaksikan proses penggilingan padi sampai dengan pengambilan upah
yang dilakukan oleh jasa penggilingan padi keliling. Disamping itu masyarakat juga
telah mempercayakan padinya untuk digiling sehingga tidak ada keraguan dalam hal
pengambilan upah sekalipun tidak disaksikan oleh pemilik padi atau dalam hal ini
telah ada keridhan anatara kedua belah pihak.

Seperti yang telah dinyatakan oleh Bapak Muh.Rifai selaku pemilik jasa

penggilingan padi keliling yang beroprasi di Desa Mattunru-tunrue:

“Kadang masyarakat memberi kepercayaan kepada kami untuk menggiling
padinya ketika mereka juga memiliki urusan diluar, sehingga mereka tidak

%6 Bapak Burhan Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Pengguna jasa penggilingan padi
keliling, Tanggal 17 Mei 2014

>’ Bapak Burhan Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Pengguna jasa penggilingan padi
keliling, Tanggal 17 Mei 2014
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berada dilokasi pada saat proses penggilingan sampai kami mengambil upah
sendiri. Namun hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat
menitipkan padinya untuk digiling ketika mereka juga memiliki urusan diluar
sehingga kami yang diberi Amanah untuk menggiling padi tersebut
bertanggung jawab untuk proses penggilingan sampai pada saat pengambilan
upah yang tidak dihadiri oleh pemilik padi tersebut. Sekalipun terjadi kesalahan
kami sebagai pemilik jasa penggilingan yang diberi Amanah akan tetap
bertanggung jawab. Tetapi selama saya menjalankan usaha penggilingan padi
keliling ini alhamdulillah tidak pernah terjadi kesalahpahaman dengan
masyarakat entah mengenai prosese penggilingan ataupun pengupahan”>®
Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha jasa penggilingan padi
keliling yang beroprasi di Desa Mattunru-tunrue dapat dilihat bahwa dalam hal
pengambilan upah secara sepihak yang dilakukan jasa penggilingan padi keliling di
Desa Mattunru-tunrue sudah menjadi kebiasaan dari pihak penggilingan padi ketika
masyarakat telah memberi amanah kepada jasa penggilingan padi keliling tersebut
untuk menggiling padinya. sehingga dari pihak jasa penggilingan padi keliling
bertanggung jawab penuh dengan pelaksanaan proses penggilingan padi sampai pada
saat pengambilan upah, dan akan bertanggung jawab sekalipun terjadi
kesalahpahaman. Seabagaimna tanggung jawab yang telah dijelaskan dalam surah

An-Nisa’ ayat 58:

s z PV e -1 N Y 5/‘1/})5//L g
58Z &1 LB G A8 13 lal ) a8 1o &1 Ssa Al &)
A £ % _ Y = & 5

g G OB A & 4 Sag sl 8 3l

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

>® Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, Pemilik jasa penggilingan padi
keliling, Tanggal 17 Mei 2024
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paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat.”*®

Makna dari ayat tersebut menjelaskan secara rinci tentang kewajiban
menyerahkan amanat kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ayat ini, "amanat"
berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab. Istilah "amanat" dalam pengertian ini sangat luas, mencakup
amanat dari Allah Swt kepada hamba-Nya, amanat antara sesama manusia, serta
tanggung jawab terhadap diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulan bahwa yang menjadi
faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pemngambilan upah secara
sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue yaitu ketika
masyarakat pengguna jasa penggilingan padi tersebut mempunyai kesibukan diluar
sehingga padi yang ingin digiling hanya dipercayakan kepada jasa penggilingan padi
keliling, sehingga pada saat pelaksanaan proses penggilingan padi sampai dengan
pemngambilan upah tidak disaksikan oleh pemilik padi. Namun dari pihak jasa
penggilingan padi keliling yang telah diberi Amanah atau kepercayaan akan tetap
melaksanakan tanggung jawabnya sebaik dan sejujur mungkin, dengan konsekuensi

akan mempertanggung jawabkan segala resiko yang timbul dikemudian hari.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Ketidakjelasan Pengambilan
Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue
Hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip umum selain aturan-aturan rinci
yang ditetapkan oleh sunah sebagai penjelasan dari Al-Qur'an. Ini menetapkan dasar
yang luas dan membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan peradaban
manusia. Hukum-hukum umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah mengandung prinsip-
prinsip dan kaidah-kaidah yang tetap dan tidak berubah. Bidang ini menjadi area studi

yang luas bagi para ahli hukum, di mana terjadi perbedaan pemahaman, perubahan,

> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya. h.87
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dan pembaruan. Prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar ini berfungsi sebagai
pedoman tetap dalam menghadapi perkembangan zaman.

Islam mengatur masalah upah dengan cara yang sangat baik dan melindungi
kepentingan kedua belah pihak. Upah ditentukan secara adil tanpa menindas pihak
manapun, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya dari hasil kerja sama tanpa
adanya ketidakadilan. Dari perspektif ekonomi Islam, upah yang adil adalah yang
mencakup kebutuhan hidup minimum pekerja tanpa merugikan pihak lain.
Penetapan upah tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan batas hidup terendah atau
tarif tertentu. Menetapkan upah yang sesuai dengan prinsip syariat dan adil bagi
pekerja adalah tugas yang tidak mudabh.

Allah Swt. memberikan hak kepada manusia untuk memilih pekerjaan sesuai
dengan kemampuan dan keahlian mereka, seperti menjadi fotografer pre-wedding.
Namun, penting untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut jelas dan sesuai dengan
syariat Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh,
mencakup semua aspek, termasuk pergaulan dan interaksi dalam urusan sehari-hari,
seperti sistem upah dan pembayaran.

Islam melarang pemberian upah untuk pekerjaan yang bertentangan dengan
syariat Islam, seperti meramal atau bekerja di bidang prostitusi. Di era modern ini,
terdapat berbagai jenis pekerjaan, termasuk jasa penggilingan padi keliling. Dalam
pekerjaan tersebut, penyedia jasa penggilingan akan menerima upah dari pelanggan
mereka.

Islam adalah agama yang memberikan petunjuk untuk semua aspek kehidupan,
termasuk hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan
manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Ini sering disebut sebagai penerapan Islam
secara kaffah (menyeluruh). Kaffah berarti, pertama, bahwa ajaran Islam harus
diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Kedua, ajaran Islam
mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga setiap bagian dari kehidupan harus

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan Islam secara kaffah, berarti
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menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, bukan hanya sebagai
pedoman untuk ritual antara manusia dan Tuhan.

Kegiatan bermu’amalah sehari-hari sering melibatkan transaksi seperti sewa
menyewa, atau ljarah. Ijarah adalah akad yang memungkinkan seseorang untuk
mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dimiliki orang lain dengan membayar sesuai
dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Menurut mayoritas ulama, [jarah berarti menjual manfaat dari suatu objek, sehingga
yang disewakan adalah manfaatnya, bukan objeknya itu sendiri.®’

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ijarah, ijjarah didefinisikan sebagai akad yang memindahkan hak guna (manfaat) dari
suatu barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa atau upah,
tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian, dalam akad ijarah,
tidak terjadi perubahan kepemilikan, melainkan hanya peralihan hak guna dari pihak
penyewa kepada pihak yang menyewa.®

[jarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, adalah
bentuk muamalah yang diizinkan dalam Islam. Pada dasarnya, hukumnya adalah
boleh atau mubah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Islam. Dengan demikian, ijarah diperbolehkan dalam ajaran Islam, berdasarkan

dengan salah satu dari firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat: 233.

& T )= 1 BEDDA D )///V) P
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Terjemahnya:

% Selvi Tiana et al., “Status Ujrah (Upah ) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotograpfer Pre
Wedding,” An-Nawawi 2, no. 2 (2022): 97-106.

%! Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah
Dan Inovasi Dari Akad [jarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Fundamental
Justice 1, no. 2 (2020): 12.
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

bagimu apabila kamu memberikan memberikan menurut yang patut”.%

Pada dasarnya, semua bentuk transaksi seperti jual beli, gadai, pinjam-
meminjam, musyarakah (bagi hasil), dan ijarah (upah/sewa), serta transaksi lainnya,
diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam kaidah

fikih dijelaskan bahwa:

Aalyl sl 8 Jial)

Artinya:

“Hukum dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang

mengharamkan”®®

Kaidah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah
adalah mubah (boleh) kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dengan
demikian, setiap jenis transaksi perdagangan dalam ekonomi dianggap halal kecuali
jika terdapat alasan jelas yang melarangnya.

Kegiatan jasa penggilingan padi keliling termasuk dalam kategori upah-
mengupah menurut figih muamalah. Dalam Islam, perjanjian atau kontrak disebut
akad. Akad adalah perikatan yang melibatkan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai
syariat, yang menetapkan akibat dan hukum pada objeknya. Seiring dengan
perkembangan zaman, kegiatan sosial masyarakat dalam hal muamalah juga
mengalami perubahan. Dulu, penggilingan padi dilakukan dengan peralatan
tradisional, namun sekarang, terutama di Desa Mattunru-tunrue, masyarakat
memanfaatkan mesin penggilingan padi untuk mengolah gabah menjadi beras, yang
merupakan kebutuhan pokok mereka. Hukum adat, yang merupakan sistem hukum

asli di Indonesia dan beberapa negara Asia seperti Jepang, India, dan Tiongkok,

%2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya. h.37
% Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Syarah Al-Qawaid Al-Fighiyyah, 2020. h. 60
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berasal dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan
oleh masyarakat setempat.

Meskipun di Desa Mattunru-tunrue tidak terdapat ketentuan atau aturan khusus
mengenai pemberian upah, prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan
kaidah figih menunjukkan bahwa sistem pengupahan di desa tersebut sah menurut
hukum Islam. Selama ada penggantian yang sesuai untuk jasa yang diberikan, yaitu
upah, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka praktik tersebut
diperbolehkan.

Transaksi upah-mengupah (ijarah) dianggap sah jika memenuhi rukun dan
syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam Islam.

Adapun yang menjadi rukun ijarah ada empat (4):

1. Mujir dan Musta'jir, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa
atau upah-mengupah. Mujir adalah pihak yang memberikan upah dan
menyewakan sesuatu, sementara Musta'jir adalah pihak yang menerima upah
untuk melakukan suatu pekerjaan dan menyewa sesuatu..

2. Sighat 1jab qabul antara mu jir dan musta Jjir.

3. Sewa atau imbalan (upah)

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Sedangkan syarat-syarat /jarah adalah:

1. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat. Menurut
pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak juga harus mencapai usia
dewasa (baligh).

2. Kedua belah pihak harus rela, (Ridha) tidak ada unsur paksaan.

3. Objek ijarah harus jelas dan terperinci. Artinya, barang yang menjadi objek
harus dapat dilihat secara langsung, termasuk masa sewa dan jumlah uang yang
telah disepakati.

4. Barang yang disewakan tidak boleh berupa kewajiban bagi penyewa, seperti

menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat atau menggantikan ibadah haji
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penyewa. Para ulama fiqih sepakat bahwa jenis akad sewa-menyewa seperti ini
tidak sah, karena shalat dan haji adalah kewajiban pribadi penyewa.

5. Upah atau sewa dalam al-ijjrah harus jelas, spesifik, dan memiliki nilai
ckonomis..**

Pada umumnya, perjanjian kerja untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa
Mattunru-tunrue dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Ini hanya berupa
kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu digiling. Perjanjian ini, yang didasarkan
pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan, telah
berlangsung secara turun-temurun dan merupakan kebiasaan umum di kalangan
masyarakat Desa Mattunru-tunrue.

Syarat dan rukun dalam pengupahan mencakup dua pihak: mu’ajir dan
musta’jir. Mu’ajir adalah pithak yang memberikan upah, sedangkan musta’jir adalah
pihak yang menerima upah. Dalam konteks ini, petani atau pengguna jasa
penggilingan padi keliling berperan sebagai mu’ajir, karena mereka menyewa jasa
pemilik penggilingan untuk menggiling padi mereka. Sementara itu, pemilik jasa
penggilingan padi berperan sebagai musta’jir, yaitu pthak yang menerima upah untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut. Kedua pihak, mu’ajir dan musta’jir, harus
memenuhi syarat-syarat seperti baligh, berakal, mampu mengelola harta, dan saling
meridhai.

Dalam pelaksanaan layanan penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue
ini, semua persyaratan yang disepakati telah dipenuhi oleh kedua belah pihak yang
terlibat. Mereka juga telah melakukan kesepakatan secara sukarela dan tanpa adanya
tekanan dari pihak lain.

Setiap transaksi harus melibatkan ijab dan qabul karena keduanya merupakan
unsur yang esensial dalam sebuah perjanjian. Secara prinsip, akad merupakan hasil

dari kesepakatan dua belah pihak. Hal ini juga berlaku dalam layanan penggilingan

% Haidar Ali, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar
Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecematan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan

Komering Ilir Sumatra Selatan),” (Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah: Palembang,
2017) (2017): 1-80.
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padi keliling di Desa Mattunru-tunrue. Prosedur ijab dan qabul dilakukan oleh kedua
belah pihak tanpa perlu adanya ucapan khusus, hanya dengan tindakan sebagaimana
yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat setempat. Praktik ini sudah dianggap sah
sebagai ijab dan gabul di mata masyarakat setempat.

Setiap transaksi harus mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara
kontribusi yang diberikan oleh satu pihak dengan imbalan yang diterima. Dalam
praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, terkadang proses
pengambilan upah dilakukan hanya oleh pihak penyedia layanan tanpa melibatkan
pihak pengguna jasa, sehingga tidak jelas apakah jumlah beras yang diambil sebagai
upah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Keterbukaan dalam proses
pengambilan upah berupa beras ini sangatlah penting.

Kejujuran dalam transaksi bisnis sangat penting, termasuk dalam transaksi
Ijarah di penggilingan padi keliling ini, di mana proses pengambilan upah sering kali
tidak diawasi langsung oleh pemilik padi yang diolah.

Namun demikian, baik pengguna jasa penggilingan padi keliling maupun
penyedia jasa tersebut mengakui bahwa pengambilan upah secara sepihak tidak
dilakukan secara terus-menerus. Hal ini hanya terjadi ketika pemilik padi memiliki
urusan di luar rumah, sementara masyarakat pengguna jasa menginginkan proses
yang cepat dan praktis, didasari oleh kepercayaan. Meskipun demikian, dalam
pengambilan upah berupa beras, transparansi dari pihak penggilingan padi keliling
sangatlah penting. Meskipun pengguna jasa mengandalkan kepercayaan, namun
kejelasan harus ada karena beras adalah komoditas yang harus diukur dengan jelas.

Pada kenyataannya, penduduk Desa Mattunru-tunrue yang menggunakan jasa
penggilingan padi keliling telah mengetahui sebelumnya jumlah beras yang akan
diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang mereka ingin
digiling oleh penyedia jasa. Karenanya, meskipun proses penggilingan dan
pengambilan upah berlangsung tanpa pengawasan langsung dari pemilik padi yang
digiling, masyarakat tetap mempercayai penyedia jasa penggilingan untuk

melaksanakan proses tersebut.
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Secara esensial, konsep I[jarah harus mematuhi elemen-elemen dasar yang telah
dijelaskan sebelumnya, di mana "rukun" merujuk pada syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam transaksi, sementara "syarat" merupakan hal-hal yang harus dipenuhi
dalam elemen rukun tersebut. Kedua elemen ini harus terpenuhi agar Ijarah dapat
dianggap sah menurut syariat.

Ditinjau dari Fiqih Muamalah, praktik pengupahan jasa penggilingan padi
keliling di Desa Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syaratnya dalam praktik
lapangan. Meskipun pengambilan upah sering kali dilakukan secara sepihak oleh
penyedia jasa, sebelumnya mereka telah menjelaskan jumlah beras yang akan
diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang digiling. Hal ini
membuat masyarakat dapat memberikan kepercayaan untuk mempercayakan
penggilingan padinya kepada penyedia jasa tersebut. Dengan demikian, transaksi
pengupahan tersebut dapat dianggap sah menurut syarat-syarat Ijarah karena terdapat
kesepakatan (Ridha) antara kedua belah pihak. Selain itu, segala bentuk transaksi atau

akad adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktik pengupahan jasa
penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, maka penulis menyimpulkan
sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagi berikut:

1. Praktik praktik penggilingan padi keliling yang berada di Desa Mattunru-
tunrue dapat dihubungi terlebih dahulu melalui via telepon, sehingga warga
sudah tidak repot membawa padi ketempat penggilingan yang lumayan jauh.
Setelah mendatangi pihak rumah pengguna, sebelum melakukan proses
penggilingan biasanya pihak jasa penggilingan padi keliling tersebut terlebih
dahulu membantu masyarakat untuk mengakat padi yang dijemur kemudian
melakukan proses penggilingan sampai pada saat pengabilan upah. Pemilik
jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah menetapkan
bentuk upah dengan 3 macam sistem pembayaran, yaitu dengan
menggunakan beras, uang, dan bekatul, karena menyesuaikan dengan
kebiasaan masyarakat memberikan upah menggunakan beras.

2. Faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pemngambilan upah
secara sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue
yaitu ketika masyarakat pengguna jasa penggilingan padi tersebut
mempunyai kesibukan diluar sehingga padi yang ingin digiling hanya
dipercayakan kepada jasa penggilingan padi keliling, sehingga pada saat
pelaksanaan proses penggilingan padi sampai dengan pemngambilan upah
tidak disaksikan oleh pemilik padi. Namun dari pihak jasa penggilingan padi
keliling yang telah diberi Amanah atau kepercayaan akan tetap
melaksanakan tanggung jawabnya sebaik dan sejujur mungkin, dengan
konsekuensi akan mempertanggung jawabkan segala resiko yang timbul

dikemudian hari.
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3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam pengupahan jasa penggilingan padi
keliling di Desa Mattunru-tunrue pada prakteiknya dilapangan telah
memenuhi rukun dan syatat, adapun mengenai transparansinya yang kurang
dalam pengambilan upah yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia jasa
itu tidak disebabkan oleh penyedia jasa melainkan disebabkan oleh
pengguna jasa itu sendiri, hal itu telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan
(saling Ridha) antara kedua belah pihak. sehingga masyarakat dapat
memeberi kepercayaan untuk penggilingan padinya. sehingga transaksi
pengupahan tersebut dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan

syariat.

B. Saran

Dalam pengambilan upah padi di dalam teransaksi penggilingan padi di Desa
Mantunru-tunrue belum memenuhi prinsip transparansi yang dalam hal ini sangat
penting dalam memperoleh kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa
penggilingan padi, Namun dalam hal ini masyarakat masih menganut kebiasaan
saling percaya antara pengguna jasa dan penyedia jasa, Oleh karena itu sebaiknya
penyedia jasa penggilingan padi harus lebih mementingkan transparansi dalam
hal penyediaan jasa untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap jasa

penggilingan tersebut.
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- Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Selesai Melakukan Penelitian di Wilayah Desa Mattunru-turue, Dan Mulai Meneliti
Pada Tanggal 17 Mei 2024 dan Selesai Meneliti Pada Tanggal 20 Juni 2024, Dengan Judul
Penelitian.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan
Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-tunrue) "

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarmya dan diberikan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

e l}i VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN E
- , |

NAMA MAHASISWA  : SYAMSURIA

NIM :2020203874234006

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : TINJAUN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT
PEMBERIAN UPAH KEPADA JASA

PENGGILINGAN PADI KELILING (Studi Kasus

Desa Mattunru-tunrue Kec. Cempa Kab. pinrang)
INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara untuk pemilik usaha:
1. Sejak kapan anda memulai usaha jasa penggilingan padi ini?
2. Akad seperti apa yang digunakan saat pemberian atau pengambilan upah?
3. Apakah bentuk upah yang diberikan harus berupa beras?
4. Apakah sebelumnya telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak terdadap bentuk upah
berupa beras?

5. Apakah upah untuk jasa penggilingan padi keliling ini tidak memberatkan masyrakat?
6. Apakah upah yang diterima telah sebanding dengan apa yang dikerjakan?
7. Apakah sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai pengambilan upah yang tidak disaksikan

oleh konsumen?

B. Wawancara untuk konsumen:
1. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa penggilingan padi keliling?
2. Apakah jasa penggilingan padi keliling ini sangat membantu masyrakat?



B. Wawancara untuk konsumen:

1. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa penggilingan padi keliling?

2. Apakah jasa penggilingan padi‘keliling ini sangat membantu masyrakat?

3. Mengapa masyrakat lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling
dibanding jasa penggilingan padi tetap?

4, Apakah upah berupa beras yang diberikan tidak memberatkan masyarakat?

5. Apakah sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai pemberian upah yang
berupa beras?

6. Mengapa upah yang diberikan kepada jasa penggiling padi tersebut tidak berupa
uang?

7. Bagaimana pandangan anda mengenai pengambilan upah jasa penggiling padi

keliling yang tidak disaksikan oleh masyrakat?
Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai
judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan

untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 Februari 2024

Mengetahui,
Pembimbing Utama ' Pembimbing Pendamping
il 0
Bumﬁ,gw, I Dr, H. Suaming, M. Ag

NIP. 19730627 2003121 1 004 NIP . 19631122 199403 1 001
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Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : pabimart

Alamat : AKKAJANG ( DESA WIATTUNEY - TUHRUE)
Umur : 58 TAHUN

Jenis Kelamin ¢ PEREMpUAN

Pekerjaan IRT

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 met 03y
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Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AR\S

Alamat t AKkRans (0EsA WATURRU - turiee )
Umur : bo

Jenis Kelamin D Lak- Lo

Pekerjaan * PETAT

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya
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Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : FATWIA
Alamat 1 Arkeaypcie
Umur : Yo

Jenis Kelamin ¢ peeevipuac
Pekerjaan D \RT

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, q wet 903y



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama DBuevpt
Alamat : Akkajane
Umur s Q%

Jenis Kelamin sl -laet
Pekerjaan © PETATU

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 e 203y

~
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Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama D Muk- Rpat

Alamat D Adeajante

Umur L ye

Jenis Kelamin : Lokt Lok

Pekerjaan P pusada percelure paor eeLline

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 wet 30)({

M (L 1FAs
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Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : syamsuoppit
Alamat : B9 Ackagante
Umur : 50 TAdunt
Jenis Kelamin ¢ Laket- lakt
Pekerjaan : pETAT

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 wel aom[

L2
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Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I HASARuDOW

Alamat P Aldkearatic

Umur 133

Jenis Kelamin * laet- lae

Pekerjaan *FaRAAY usata gara pencelune
PADL p2ulne

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari
Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa
Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 7 met 03y

/PSR (7



DOKUMENTASI

+ Dokumentasi dengan pemilik usaha dan karyawan

AR T

1! '\ A
g B iy .
\ g = : 7SN s

Wawancara bersama Bapak Muh. Rifai pada tanggal 17 Mei 2024

Wawancara bersama saudara Nasaruddin pada tanggal 17 Mei 2024
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Dokumentasi dengan Konsumen

"UREA

NINTROGEN): 6%
%

S P L ey
0‘ IND ONES)
Diproduksi oleh

| TEUPUK INDONESA (pERSERt

Wawancara bersama Ibu Fatima pada tanggal 17 Mei 2024
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Wawancara bersama Bapak Aris pada tanggal 17 Mei 2024
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Gambar Proses penggilingan padi
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Gambar Proses Penggilingan Padi
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BIODATA PENULIS

SYAMSURIA, Lahir di Akkajang pada tanggal 20
Oktober 2001. Anak keempat dari 4 bersaudara oleh
pasangan Bapak H. Piabang dan Ibu Hj. P.Tungka. penulis
berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam,
Riwayat Pendidikan penulis memulai Pendidikan di TK
Satu Atap SDN 294 pada tahun 2008 dan tamat pada tahun
2009. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 294 Akkajang pada tahun 2009

kemudian tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat Tsanawiyah di
Pondok Pesantren Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Lil-Banat Parepare pada tahun
2014 kemudian tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah
menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang pada tahun 2017 dan tamat pada tahun
2020. Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis menyelesaikan
Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang
berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa

Penggilingan Padi Keliling di Di Desa Mattunru-tunrue.”



